
BER]TA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR ITgTAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA C]MAHI

NOMOR \g TAHUN ?,|9
TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

PEJABAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat {2)

Peraturar Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pemberian Gaji, pensiun, atau tunjangan kefiga belas

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dal
Penerirna pensiun atau Tunjalga$ sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengal Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pemberian Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga

belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan

Penerima pensiun atau Tunja]lgan, perlu menetapkan

Peraturan WaIi Kota tentalg Pemberial Gaji Ketiga Belas

kepada Pegawai Negeri Sipil darl Pejabat Negara;
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Mengingat : l.

3.

Undang-Undang Nomor 9 Ta-hun 2001 tentang

Pembentukal Kota Cimahi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2OOI

Tambahan l,embaran Nega-ra Republik Indonesia

Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daelah (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan

I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimaara telah beberapa kali diubatr terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubal.ajrr Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran NegaJa Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O16

tentang Pemberian Gaji, pensiun, atau tunja_ngan

ketiga belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tenta-ra Nasiona] Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,

Penerima Pensiun, dal Penerima pensiun atau

Tunjangal sebagaimala telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pemberian Gaji, pensiun, atau tunjangan

ketiga belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,

Penerima Pensiun, dan Penerima pensiun atau

Tunjangan;

2.
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEJABAT NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peratura-n Wali Kota ini yang dimaksud dengal:
1. Pegawai Negeri Sipil, yang selaljutnya disingkat pNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatal pemerintahan di Daera.L Kota,

2. Pejabat Negara adalal: :

a. Wa-li Kota darr Wakil Wali Kota; dan
b. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undalg.

3. Bendahara Umum Daerah yang seLanjutnya disingkat BUD adalah
Pejabat Pengelolaal Keualgan Daerah yang bertindat dalam kapasitas
sebagai BUD.

4. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
BUD.

5. Dokumen Pelaksanaal Anggaran Satuan Keda peralgkat Daerah yalg
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuar
pendapatan da-11 belalja Peralgkat Daerah atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan pembiayaan perarrgkat Daerah yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunal<an sebagai

dasar pelaksanaal anggaran oleh pengguna anggaran.

6. Surat Per-rnintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat Spp adalah
dokumen yalg digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

7. Surat Pedntah Membayar yang selanjutnya disingkat SpM adalah
dokumen yang digunal<an untuk penerbitan surat perintah pencairan

dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Sp2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas bebal
APBD.



9. Daerah Kota adalal: Daerah Kota Cimahi.
10, Pemedntah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yalg memimpin pelaksalaan urusan pemerrntahall
ya-ng menjadi kewenangan daerah otonom,

1 1. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

BAB II
PENERIMA

Pasal 2
(1) PNS da]1 Pejabat Negara diberikal gaji ketiga belas.
(2) Selain PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimal<sud pada ayat (t),

tur]jarrgan gaji ketiga belas diberikal kepada alggota DpRD.
(3) Termasuk PNS sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) yaitu :

a. PNS yang ditugaskan di luar pemerintah Daera_h Kota;
b. PNS yalg diberhentikan sementaJa karena dialgkat meniadi

komisioner atau alggota lembaga nonstruktural;
c. PNS penerima uatg tunggu; dar
d. CPNS.

(4) PNS sebagaimala dirnaksud pada ayat { 1 ) termasuk pNS yang ditugaskan
di luar Pemerintah Daerah Kota baik di dalam maupun di lua-r negeri yang
gajinya dibayarkan dari pemerintah Daeral Kota.

Pasal 3
PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara arau yang
ditugaska-n di luar instalsi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri
yarg gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya tidak diberikan gaji
ketiga belas.
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BAB XI

BESARAN

pasal 4
Gaji ketiga belas bagi pNS dan pejabat Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan pada bulal Jum.
Penghasilan sebagaima:ra dimaksud pada ayat (1) diberikal bagi pNS dan
Pejabat Negara meliputi:
a. gaji pokok;

b- tunjalgan keluarga;

c. tunjangan jabatar atau tunjangan umum; dan
d. tunjangal kinerja Daerah Kota.

Gaji pokok, tunjangan keluarga, darr tunjangan jabatan atau tuqiangan
umum sebagaimana dirnal<sud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dal hur-uf c
yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabaun atau
tunJangan urnum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang_
undalgan.

Tunjangarr kinerja Daerah Kota sebagaimarra dimaksud pad,a ayat 12)
huruf d yaitu tambahan penghasilan pNS Daeraft Kota yang diberikan
sesuai dengan ketentuaar peraturan perundang-undangan.
Jenis tunjangan bahaya, tunjalgan resiko, tunjangan pengarnanan,
tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan
kehormatan, tambahan penghasilan bagl gut-u pNS, insentif khusus,
tunjangan selisih penghasilan, tunjalgan penghidupal luar negeri, dan
tunjangan lain yang sejenis denga:r tunjangan kompensasi atau
tunjargan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undargan atau peraturan intemal
kementerian/1emba€a dan penghasilal lain di luar penghasilan
sebagaimaaa dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk besarar
penghasilan sebagaimala dimaksud pada ayat [1).
Penghasilan sebagaimala dimat<sud pada ayat (i) tidaf< dikenakan
potongan iuran da_n/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraruran
perundang-undangan.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenalan pajak
penghasilan sesuai dengal ketentuar peraturar pemndang_undajtgan
dan ditanggung pemerintah.

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

Qn 'q
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BAI} IV

PEMBAYARAN

Pasal 5
(1) caji ketiga belas dibayarkal pada bulan Juni.
(2) Apabila gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dapat dibayarkan pada bulan Juni, caji ketiga belas dapat dibayarkan
setelah bulan Juni pada tahun anggarar berkenaan.

Pasal 6
(1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat {1) terdiri

dari:

a. gaji pokok;

b. tunjangal keluarga;

c, tunJangan jabatan atau tunjangan umum; dan
d. tunjangan kineqa Daerah Kota.

(2) caji ketiga belas dengan komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, darr
tunjangan jabatal atau tunjangal umum sebagaimara dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dal huruf c dapat dibayar terpisal dari
komponen tunjatrgan kinerja Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d.

(3) Pembayarar komponen yarg terpisah sebagaimara dimatsud pada ayat
(2) dapat dibayarkal di luar bulan juni dalam tahun alggaral berkenaan.

Pasal 7
(1) Dalam hal penghasilan pada bulan juni sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) belum dibayarkal sebesar penghasilan yang seha_r.usnya

diterirna karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersalgkutan
tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.

(2) Selisih kekurangan gaji ketiga belas sebagaimana dima-ksud pada ayat (1)

dibayarkan pada taiun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam pasa_l 4 ayat (1) maka gaji ketiga belas diberikan
salah satu yang jumLahya lebih besar.

() nkQ
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Pasal 9
Jika PNS dar Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) caji ketiga belas,
maka kelebihan pembayarat tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima gaji terusan dari pNS, atau pejabat Nega.ra yang meninggal dunia
atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusar yang
diterima pada bulan Juni.

Pasal 1 1

Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara ya:rg dinyatakan hilang diberikan
gaji ketiga belas yaitu sebesar penghasilan pada buLan Juni.

Pasa-l 12

Pembayaran gaji ketiga belas dibebankan pada DpA perangkat Daerah.

Pasal 13

{1) Pejabat penandatangan SPM membuat SpM gaji ketiga belas untuk
pembaya.an gaji ketiga belas.

(2) Pejabat penandatangan SPM mengajukan SpM gaji ketiga belas kepada
Kuasa BUD.

(3) SPM Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara
terpisah dengaa menggunakan jenis :

a. SPM gaji untuk pembayarcn gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan jabata-n atau tunjargan umum; dan

b. SPM tunjangan kinerja Daerah Kota untuk pembayaran tunjangan
kineda Daerah Kota,

(4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk digunakan
untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaral gaji ketiga
belas.

(5) Pembayaran gaji ketiga belas dilakukal sesuai dengal ketentuan
peraturan perundang-undangan.

fin 'l
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Pasal 14

Penerbitan Surat Keterangan penghentiaa pembayaran bagi pNS yang
mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keteralgan pembayaral gaji
ketiga belas telah dibayarkal atau belum dibayarkan.

Pasal 15

Tata cara penerbital da:r pengajuan Spp, SpM, darr Sp2D gaji ketiga belas
dilakukaa sesuai dengan ketentuar peraturan perundang_undalgan.

Pasal 16

Pertanggungjawaban pembayaran gaji ketiga bel,as kepada pNS dan pejabat
Negara dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran gaji dan
tunJang€,n kinerja Daerah Kota.

BAI} V

PENGENDAIIAN INTERNAL

Pasal 17

(1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalial internal
terhadap pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas.

(2) Pengendalian internal sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dilaksanal<an
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan.

Pasal 18

Pendanaan angga,ran pemberian gaji ketiga belas bersumber dari APBD Kota
Cimahi.

BAIt VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Ketentuan Peraturan Wali Kota ini berlat<u juga bagi arggota DPRD.
(2) Gaji ketiga belas yang diberikan kepada alggota DPRD yaitu sebesar

akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan
jabatan anggota DPRD.

Q,NE
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Pasal 20
Peraturan WaIi Kota ini mulai berlatu pada tanggat diundalgkan.

Agar setiap orarg mengetahuinya, memerinta}ltarr pengundalgal peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dala-rn Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 22 \\e\ 2o\9

WALI KOTA C]MAHI,

f+a

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggat 2z ty.!^ 2s19

FULIOH

CIMAHT TAHUN 2019 NOMOR 469



TAMBAIIAN

BERITA DA.ERAII KOTA CIMAIII
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGEzu SIPIL DAN

PEJABAT NEGARA

I, UMUM

Dalam rangka usaha pemerintah daerah untuk menjaga tingkat
kesejahteraal Pegawai Negeri Sipil dan pejabat Negara, perlu memberikan
Gaji ketiga belas.

Pemberial Gaji ketiga belas kepada pegawai Negeri Sipil darr pejabat

Negara merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diimplementasikal
secara delegasi da-ri Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, pensiun, atau tunjangan ke tiga belas Kepada pegawai

Negeri Siprl, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, penerima pensiun, darl
Penerima pensiun atau Trrnjaagan sebagaimana telah beberapa kali
diubab terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019
tentang Perubaian Ketiga atas Peraturan Pemerinta_h Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberial Gaji, pensiun, atau tunjangan ke tiga belas

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, penerima pensiun,

dan Penerima pensiun atau Ttnjangarl.

- l0-

0 ntr ,tt



-11_

Pemberiar gaji ketiga belas bertujual untuk meacapai tujuar
pembangunan daerai serta pembangunal nasional dan diberikan dengan
memperhatikal kemampual keuangan daerah, sehingga kebijakan
besaran gaji ketiga belas diberikan secara proporsional.

Penetapan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan
hukum bagi pelaksalaan pemberian gaji ketiga belas bagi pegawai Negeri
Sipil darl Pejabat Negara di pemerintah Daerah Kota Cimahi.

II. PASAI. DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukupjelas

Huruf c

Cukupjelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

.,{ 
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Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Huruf a

Cukupjelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasa] 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukupjelas

Huruf b

Cukupjelas



Huruf c

Cukup jetas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayar (2)

Cukup jeLas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jel,as

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasa-l 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Huruf a
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Cukupjelas

Huruf b

Cukup jetas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (s)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal 16

Cukup jelas

rasan 1 /
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (21

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas
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